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KATA PENGANTAR 

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah 

melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat 

melaksanakan Praktik Kerja Lapangan serta dapat menyelesaikan 

laporannya tepat waktu dan tanpa adanya halangan yang berarti. 

Laporan Praktik Kerja Lapangan ini disusun berdasarkan apa yang 

telah kami lakukan pada saat dilapangan yakni pada “Kantor Pelayanan 

Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok” yang beralamat di Jalan 

Pabean Nomor 1 Tanjung Priok, Jakarta Utara dimulai dari tanggal 8 Juni 

2015 s/d 31 Juli 2015. 

Praktik Kerja Lapangan ini merupakan salah syarat wajib yang 

harus ditempuh dalam Program Studi “S1 Akuntansi”. Selain untuk 

menuntaskan program studi, saat praktikan menempuh Praktik Kerja 

Lapangan ini ternyata banyak memberikan manfaat kepada penulis baik 

dari segi akademik maupun untuk pengalaman yang tidak dapat praktikan 

temukan saat berada di bangku kuliah. 

Dalam penyusunan laporan hasil kerja praktik lapangan ini penulis 

banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, oleh sebab itu 

praktikan ingin mengungkapkan rasa terima kasih kepada seluruh pihak 

yang telah membantu praktikan dalam pelaksanaan Praktik Kerja 

Lapangan. 
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Praktikan mengakui bahwa dalam penulisan ini tidaklah sempurna, 

maka dari itu apabila nantinya terdapat kekeliruan dalam penulisan 

Laporan Praktik Kerja Lapangan ini penulis sangat mengharapkan kritik 

dan sarannya. Akhir kata semoga Laporan Praktik Kerja Lapangan ini 

dapat memberikan banyak manfaat bagi kita semua. 

  

Jakarta, 2 Januari 2016 
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  BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan 

       Semakin berkembanganya ilmu pengetahuan dan teknologi belum 

lama ini telah menciptakan sebuah struktur global. Struktur tersebut menuntut 

masyarakat untuk lebih membuka diri dalam menerima perubahan-perubahan 

yang terjadi akibat kemajuan dan perkembangan tersebut. Selain itu, 

perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang semakin pesat 

terutama teknologi komunikasi dan transportasi, menuntut para pekerja untuk 

mengembangkan keterampilan dan keahliannya agar dapat b ekerja lebih 

profesional, karena persaingan dunia kerja yang sangat kompetitif. 

       Setiap tahun angkatan kerja terus bertambah, hal ini mengakibatkan 

persaingan dunia perkerjaan semakin tinggi. Banyaknya lulusan dari berbagai 

Universitas memperebutkan peluang pekerjaan baru dan tidak semua dapat 

menampung mereka. Hal ini disebabkan lulusan hanya diberikan bekal ilmu 

teori selama menempuh pendidikan di Universitas. Oleh karena itu sebagai 

seorang mahasiswa dituntut untuk tidak hanya lulus berbekal kecerdasan 

intelektual namun harus memiliki kemampuan dasar. Kemampuan dasar yang 

dimaksud adalah keterampilan, etika, dan pengetahuan. Kedua hal tersebut 

tidak dapat diberikan dalam kegiatan perkuliahan. Maka dari itu, mahasiswa 

memerlukan program Praktik Kerja Lapangan (PKL). 
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       Universitas Negeri Jakarta merupakan salah satu lembaga pendidikan 

yang memiliki tanggung jawab dan peranan penting dalam pembentukan 

sumber daya manusia yang siap untuk bersaing di dunia kerja nantinya, tidak 

hanya memiliki keahlian tinggi dalam bidangnya tetapi juga memiliki nilai 

moral dan etika yang baik. Adanya kurikulum yang mengharapkan 

mahasiswa memiliki kompetensi dan keunggulan menuntut Universitas 

Negeri Jakarta terus melakukan penyesuaian kurikulum, agar lulusannya 

mampu bersaing dengan lulusan dari Universitas lain. 

       PKL adalah penerapan seorang mahasiswa pada dunia kerja nyata, 

yang bertujuan untuk mengembangkan keterampilan dan etika dalam bekerja, 

serta untuk mendapatkan kesempatan dalam menerapkan ilmu pengetahuan 

dan keterampilan bekaitan dengan kurikulum pendidikan. 

       Selain itu PKL juga merupakan salah satu mata kuliah yang terdapat 

pada kurikulum Jurusan Akuntansi Universitas Negeri Jakarta yang bertujuan 

untuk mendorong mahasiswa agar memperoleh gambaran yang komprehensif 

dalam dunia kerja dan juga syarat kelulusan untuk memperoleh gelar Sarjana 

Ekonomi. 

       Dengan mengikuti PKL, mahasiswa diharapkan mendapatkan 

pengalaman kerja dan menerapkan ilmu yang sudah didapatnya selama 

menempuh perkuliahan. Selain itu, kegiatan PKL juga diharapkan mampu 

menghasilkan kerjasama antara Universitas Negeri Jakarta dengan perusahaan 

swasta ataupun instansi pemerintahan yang ada. Sehingga ketika etos kerja 
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serta perilaku dari para praktikan baik, maka akan menimbulkan citra positif 

terhadap universitas. 

B. Maksud dan Tujuan Praktik Kerja Lapangan 

Maksud praktikan melakukan kegiatan PKL antara lain : 

1. Meningkatkan wawasan pengetahuan, pengalaman, kemampuan dan 

keterampilan dalam bidang Bea dan Cukai. 

2. Memenuhi mata kuliah PKL yang merupakan persyaratan wajib 

kelulusan bagi mahasiswa S1 Akuntansi untuk mendapatan gelar Sarjana 

Ekonomi bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 

(FE UNJ). 

3. Mempersiapkan diri dalam menghadapi dunia kerja yang sesungguhnya. 

Tujuan praktikan melakukan kegiatan PKL, antara lain : 

1. Bertujuan untuk memperoleh wawasan pengetahuan, pengalaman, 

kemampuan dan keterampilan dalam bidang Bea dan Cukai. 

2. Bertujuan untuk memenuhi mata kuliah PKL yang merupakan 

persyaratan wajib kelulusan bagi mahasiswa S1 Akuntansi untuk 

mendapatan gelar Sarjana Ekonomi bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Jakarta (FE UNJ). 

3. Bertujuan untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi dunia kerja yang 

sesungguhnya. 
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C. Kegunaan Praktik Kerja Lapangan 

1. Bagi Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok 

a. Realisasi dan adanya misi sebagai fungsi dan tanggung jawab sosial 

kelembagaan. 

b. Memungkinan menjalin hubungan yang teratur, sehat dan dinamis 

antara intansi/perusahaan dengan Lembaga Perguruan Tinggi. 

c. Menumbuhkan kerjasama yang saling menguntungkan dan 

bermanfaat bagi pihak-pihak yang terlibat. 

 

2. Bagi Mahasiswa 

a. Melatih keterampilan mahasiswa sesuai dengan pengetahuan yang 

diperoleh selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Jakarta. 

b. Meningkatkan rasa disiplin dan tanggung jawab serta etika bekerja 

mahasiswa. 

c. Belajar mengenal dinamika dan kondisi nyata dunia kerja pada unit-

unit kerja, baik dalam lingkungan pemerintah maupun perusahaan. 

d. Meningkatkan rasa disiplin dan tanggung jawab serta etika bekerja 

mahasiswa. 

e. Mengembangkan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah dan 

mencoba menemukan sesuatu yang baru yang belum diperoleh dari 

pendidikan formal. 
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3. Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 

a. Mendapatkan umpan balik untuk menyempurnakan kurikulum yang 

sesuai dengan kebutuhan di lingkungan instansi atau perusahaan dan 

tuntutan pembangunan pada umumnya. 

 

D. Tempat Praktik Kerja Lapangan 

       Praktikan memilih melaksanakan PKL di sebuah instansi pemerintah 

yang berwenang menangani pabean dan cukai untuk menambah wawasan 

pengetahuan, pengalaman, kemampuan dan keterampilan praktikan di bidang 

kepabeanan dan cukai, berikut sedikit informasi mengenai profil tempat 

praktikan melaksanakan PKL: 

Nama Instansi : Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A 

Alamat  : Jl. Pabean No. 1 Tanjung Priok, Jakarta Utara (14310) 

Telepon  : 021 - 4301249 / 021 - 500004 

Fax  : 021 - 43931827 

Website  : www.kpubeacukaipriok.net 

Penempatan : Bidang Perbendaharaan dan Keberatan 

       Praktikan ditempatkan untuk bekerja pada Kantor Pelayanan Utama 

Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok (KPUBC Tipe A Tanjung Priok) di 

Bidang Perbendaharaan dan Keberatan. 
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E. Jadwal Waktu Praktik Kerja Lapangan 

       Praktik Kerja Lapangan ini dilaksanakan dalam liburan semester 

genap yaitu pada bulan Juni - Juli 2015. Lama pelaksanaan PKL kurang lebih 

2 bulan. 

       Ketentuan jam kerja, disesuaikan dengan jam kerja normal yang 

berlaku di KPUBC Tipe A Tanjung Priok yaitu mulai dari hari Senin hingga 

Jumat, dengan jam kerja pada pukul 07.30 s/d 17.00 WIB, dan jam istirahat 

pada pukul 12.00 s/d 13.00 WIB. 

1. Tahap Persiapan 

       Pada tahap ini merupakan tahapan awal dalam pelaksanaan 

kegiatan PKL. Awal mula praktikan membuat surat ijin melaksanakan 

PKL, yang dimulai dengan meminta surat form dari gedung R pada 

tanggal 1 April 2015, kemudian menyerahkan surat tersebut untuk 

disetujui oleh Kaprodi (Kepala Program Studi) atau Kajur (Kepala 

Jurusan) Akuntansi Fakultas Ekonomi Universtas Negeri Jakarta, 

selanjutnya diserahkan Kepada Biro Administrasi Akademik dan 

Kemahasiswaan (BAAK) sebagai legalitas bahwa praktikan telah 

mendapatkan persetujuan dalam pelaksanaan PKL dari pihak Universitas. 

Setelah surat dari BAAK tersebut selesai dan disalin 4 lembar untuk 

rekap pada tanggal 7 April 2015. Kemudian praktikan membawa surat 

tersebut untuk diajukan kepada Kepala Sub Bagian Sumber Daya 

Manusia KPUBC Tipe A Tanjung Priok. Kemudian pihak KPUBC Tipe 

A Tanjung Priok memberikan balasan persetujuan pelaksanaan PKL di 
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KPUBC Tipe A Tanjung Priok selama kurang lebih 2 bulan pada tanggal 

14 April 2015. Lihat pada lampiran 1 dan 2, halaman 46 dan 47. 

2. Tahap Pelaksanaan 

       Praktikan melaksanakan kegiatan PKL selama kurang lebih 2 

bulan. Kegiatan PKL dilaksanakan mulai hari Senin 8 Juni 2015 sampai 

dengan Jum’at 31 Juli 2015, dengan jam kerja pada pukul 07.30 s/d 17.00 

WIB. Lihat pada lampiran 3, 4, dan 5, halaman 48 sampai dengan 52. 

 

3. Tahap Penulisan Laporan PKL 

       Tahap penulisan laporan merupakan tahap terakhir dalam 

kegiatan PKL ini. Praktikan diharuskan membuat laporan kegiatan PKL 

yang telah dijalani selama kurang lebih 2 bulan berdasarkan pekerjaan 

yang dilakukan dengan didukung oleh data-data yang diperoleh saat 

melaksanakan PKL. Tahap ini dimulai dari tanggal 1 Agustus 2015 

sampai dengan laporan hasil kegiatan PKL selesai disusun dan disetujui 

oleh pembimbing untuk diuji. Lihat pada lampiran 6, halaman 53. 
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BAB II 

 TINJAUAN UMUM TEMPAT PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

A. Sejarah Direktorat Jendral Bea dan Cukai 

1. Gambaran Umum 

       Customs (Instansi Kepabeanan) di mana pun di dunia ini adalah 

suatu organisasi yang keberadaannya amat essensial bagi suatu negara, 

demikian pula dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Instansi 

Kepabeanan Indonesia) adalah suatu instansi yang memiliki peran yang 

cukup penting dari negara dalam melakukan tugas dan fungsinya untuk : 

a. Melindungi masyarakat dari masuknya barang-barang berbahaya. 

b. Melindungi industri tertentu di dalam negeri dari persaingan yang 

tidak sehat dengan industri sejenis dari luar negeri. 

c. Memberantas penyelundupan. 

d. Melaksanakan tugas titipan dari instansi-instansi lain yang 

berkepentingan dengan lalu lintas barang yang melampaui batas-

batas Negara. 

e. Memungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor secara 

maksimal untuk kepentingan penerimaan keuangan Negara. 

2. Peran Kebijakan Fiskal di Bidang Kepabeanan 

       Seperti diketahui bahwa perkembangan perdagangan 

internasional, baik yang menyangkut kegiatan di bidang impor maupun 
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ekspor akhir-akhir ini mengalami kemajuan yang sangat pesat. Pesatnya 

kemajuan di bidang tersebut ternyata menuntut diadakannya suatu sistem 

dan prosedur kepabeanan yang lebih efektif dan efisien serta mampu 

meningkatkan kelancaran arus barang dan dokumen. Dengan kata lain, 

masalah birokrasi di bidang kepabeanan yang berbelit-belit merupakan 

permasalahan yang nantinya akan semakin tidak popular. 

       Adanya kondisi tersebut, tentunya tidak terlepas dari pentingnya 

pemerintah untuk terus melakukan berbagai kebijaksanaan di bidang 

ekonomi terutama dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian 

nasional. Apalagi dengan adanya berbagai prakarsa bilateral, regional, 

dan multilateral di bidang perdagangan yang semakin diwarnai oleh arus 

liberalisasi dan globalisasi perdagangan dan investasi, sudah barang tentu 

permasalahan yang timbul di bidang perdagangan akan semakin 

kompleks pula. 

       Perubahan-perubahan pada pola perdagangan internasional yang 

menggejala dewasa ini pada akhirnya akan memberikan peluang yang 

lebih besar bagi negara maju untuk memenangkan persaingan pasar. 

Disamping itu, pola perdagangan juga akan berubah pada konteks 

Borderless World, atau paling tidak pada nuansa liberalisasi perdagangan 

dan investasi dimana barriers atas perdagangan menjadi semakin tabu. 

       Untuk itu, kebijaksanaan Pemerintah dengan disahkannya UU 

No.10/1995 tentang Kepabeanan yang telah berlaku secara efektif 

tanggal 1 April 1997, yang telah direvisi dengan UU No. 17/2006 tentang 
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perubahan Undang-Undang Kepabeanan, jelas merupakan langkah 

antisipatif yang menyentuh dimensi strategis, substantif, dan essensial di 

bidang perdangangan, serta diharapkan mampu menghadapi tantangan-

tantangan di era perdagangan bebas yang sudah diambang pintu. 

       Pemberlakuan UU No.10/1995 tentang Kepabeanan juga telah 

memberikan konsekuensi logis bagi DJBC berupa kewenangan yang 

semakin besar sebagai institusi Pemerintah untuk dapat memainkan 

perannya sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi yang diemban, dimana 

kewenangan yang semakin besar ini pada dasarnya adalah keinginan dari 

para pengguna jasa internasional (termasuk dengan tidak 

diberlakukannya lagi pemeriksaan pra-pengapalan atau pre-shipment 

inspection oleh PT. Surveyor Indonesia, dan sepenuhnya dikembalikan 

kepada DJBC), yang mempunyai kewenangan tersebut adalah 

kewenangan customs yang universal, serta merupakan konsekuensi logis 

atas keikutsertaan Indonesia dalam meratifikasi GATT agreement 

maupun AFTA, APEC, dan lain-lain. 

       Berbagai langkah persiapan telah dan terus dilakukan dengan 

tetap mempertimbangkan kerangka acuan yang diinginkan oleh ICC yang 

pada dasarnya mengajukan kriteria-kriteria yang sebaiknya dimiliki oleh 

customs yang sifatnya modern. 

       Dengan beralihnya fungsi dan misi dari tax collector menjadi 

trade facilitator, maka sebagai institusi global, DJBC masa kini dan masa 

depan harus mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat umum 
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yang bercirikan save time, save cost, sefety, dan simple. Semua ciri 

tersebut harus menjadi bagian yang integral dari sistem dan prosedur 

kepabeanan, jika DJBC ingin berperan dalam upaya pembangunan 

ekonomi secara umum dalam era persaingan yang semakin tajam, era 

liberalisasi perdagangan dan investasi serta globalisasi dalam arti seluas-

luasnya. 

       Sejalan dengan itu, semakin beragamnya sentra-sentra pelayanan 

baik dari segi perlindungan terhadap intellectual property rights, anti 

dumping, anti subsidi, self assessment, maka secara ringkas DJBC 

diharapkan dapat do more with less (berbuat lebih banyak dengan biaya 

lebih rendah). DJBC juga dituntut untuk melakukan pelayanan yang time 

sensitive, predictable, available (saat dibutuhkan) dan adjustable. 

       Totalitas pelayanan ini kerangka dasarnya bersumber pada 

fenomena speed dan flexibility sebagai formula penting. Hal yang 

terpenting adalah bagaimana mengubah visi masa lalu yang amat 

dominan bahwa revenue collection dan law enforcement akan selalu 

mengakibatkan terhambatnya arus barang sehingga akan menimbulkan 

high cost economy yang pada konsekuensi selanjutnya mengakibatkan 

produk-produk dalam negeri tidak mampu bersaing di area perdagangan 

internasional. Selain itu, perlu juga diketahui bahwa bussiness operation 

akan semakin tergantung pada performance customs dimanapun. 

Effisiensi usaha mereka juga tergantung pada mutu dan kecepatan 

pelayanan customs. 
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       Kegagalan Bea dan Cukai dalam menekan high cost economy 

tidak saja akan mengakibatkan kegagalan ekonomi Indonesia untuk 

menjerat opportunity, mengubah keuntungan komparatif menjadi 

keuntungan kompetitif, tetapi juga secara substansial dapat 

mengakibatkan larinya para investor yang semula akan melakukan 

investasinya di Indonesia dengan segala implikasi ekonomis negatif 

lainnya. 

       Keinginan dan tuntutan dari para pengguna jasa internasional 

tersebut adalah syarat mutlak yang harus dipenuhi, dan sudah menjadi 

kewajiban moral bagi DJBC untuk melakukan berbagai perubahan yang 

cukup mendasar, baik dari segi penyempurnaan organisasi dan 

tatalaksana DJBC, simplifikasi dan sekaligus transparansi sistem dan 

prosedur Kepabeanan, serta pengembangan kualitas sumber daya 

manusia, sehingga diharapkan nantinya terdapat suatu keselarasan 

dengan jiwa dan kepentingan dari UU Kepabeanan itu sendiri. 

       Sebagai produk hukum nasional yang berlandaskan Pancasila dan 

UUD 1945, maka bentuk UU Kepabeanan yang bersifat proaktif dan 

antisipatif ini sangatlah sederhana namun memiliki jangkauan yang lebih 

luas dalam mengantisipasi terhadap perkembangan perdagangan 

internasional. 

       Hal-hal baru berupa kemudahan di bidang kepabeanan juga 

diatur, seperti penerapan sistem self assessment, dan post entry audit 

yang merupakan back-up sistem atas sistem self assessment. Post audit 
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yang tidak lain bertujuan untuk mengetahui tingkat kepatuhan dari para 

pengguna jasa, ternyata juga mampu berperan ganda yaitu 

mengoptimalkan penerimaan negara dan meningkatkan kelancaran arus 

barang. 

       Disamping itu, untuk memberikan alternatif kepada para 

pengguna jasa dalam penyerahan pemberitahuan pabean, diterapkan pula 

EDI-system atau yang lebih dikenal dengan Electronic Data Interchange. 

       Adanya kemudahan-kemudahan di bidang kepabeanan ini juga 

telah menunjukkan kesungguhan DJBC untuk benar-benar serius dalam 

melakukan reposisi peran dan fungsinya dalam meningkatkan kualitas 

kualitas pelayanan, khususnya kepada para pengguna jasa kepabeanan. 

3. Tugas Pokok 

       Melaksanakan sebagian tugas pokok Kementerian Keuangan di 

bidang kepabeanan dan cukai, berdasarkan kebijaksanaan yang 

ditetapkan oleh Menteri dan mengamankan kebijaksanaan pemerintah 

yang berkaitan dengan lalu lintas barang yang masuk atau keluar Daerah 

Pabean dan pemungutan Bea Masuk dan Cukai serta pungutan negara 

lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

4. Fungsi 

       Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Direktorat 

Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) mempunyai fungsi : 
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a. Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang kepabeanan dan cukai, 

sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri dan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

b. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pengamanan 

teknis operasional kebijaksanaan pemerintah yang berkaitan dengan 

pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah 

pabean, sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri 

dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

c. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pengamanan 

teknis operasional di bidang pemungutan bea masuk dan cukai serta 

pungutan lainnya yang pemungutannya dibebankan kepada 

Direktorat Jenderal berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

d. Perencanaan, pembinaan dan bimbingan di bidang pemberian 

pelayanan, perijinan, kemudahan, ketatalaksanaan dan pengawasan 

di bidang kepabeanan dan cukai berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

       Pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan 

kepabeanan dan cukai dan penindakan di bidang kepabeanan dan cukai 

serta penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai sesuai peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

       Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI nomor: 

68/PMK.01/2007 Tgl 27 Juni 2007, disebutkan bahwa Kantor Pelayanan 
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Utama bea Cukai Tanjung Priok yang berkedudukan di Pelabuhan 

Tanjung Priok Jakarta Utara mempunyai tugas melaksanakan pelayanan 

dan pengawasan, penelitian atas keberatan serta audit di bidang 

kepabeanan dan cukai dalam daerah wewenangnya berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

5. Visi 

       Menjadi kantor percontohan bagi peningkatan kinerja dan citra 

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 

6. Misi 

       Memberikan pelayanan prima dan melaksanakan pengawasan 

yang efektif kepada industri, perdagangan, dan masyarakat. 

       Untuk mencapai visi dan melaksanakan misi organisasi perlu 

ditetapkan tujuan dengan perumusan sasaran dan kebijaksanaan, 

program, kegiatan yang akan dilaksanakan. Tujuan yang ditetapkan harus 

jelas, berjangka waktu, dan merupakan jawaban dari prioritas atas 

permasalahan yang teridentifikasi dalam kajian lingkungan internal dan 

eksternal. 

7. Tujuan 

 

a. Mengoptimalkan fungsi utama DJBC sebagai : 

1. Fasilitator Perdagangan (Trade Facilitator) 

2. Dukungan Industri (Industrial Assistance) 

3. Penghimpunan Penerimaan (Revenue Collector) 
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4. Pelindung Masyarakat (Community Protector) 

b. Memberikan Pelayanan yang cepat, efisien, responsive dan transparan 

berdasarkan prinsip “Good Governance”. 

c. Meningkatkan hubungan kemitraan dan kepatuhan mitra kerja DJBC. 

d. Meminimalkan biaya pemenuhan kewajiban kepabeanan dan cukai 

(Compliancce Cost); 

       Dalam upaya pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi, semua 

jajaran Kantor Pelayanan Utama Tanjung Priok telah sepakat memiliki 

tekad dan kemauan yang keras dalam peningkatan mutu pelayanan dan 

performance, sehingga dikristalkan suatu sistem standar pelayanan prima 

dengan sasaran : 

a. Terwujudnya pelayanan yang cepat, efisien, responsive, dan 

transparan berdasarkan prinsip good governance. 

b. Tercapainya pengawasan yang efektif. 

c. Tercapainya kantor pelayanan yang bebas korupsi, kolusi dan 

nepotisme yang didukung oleh sumber daya manusia yang 

profesional dan berintegritas tinggi. 

d. Terciptanya hubungan kemitraan dengan pengguna jasa. 

e. Terwujudnya pelayanan perijinan, fasilitas dan keberatan satu atap. 

f. Terwujudnya pemanfaatan teknologi informasi yang optimal untuk 

mendukung pelayanan dan pengawasan. 

g. Terwujudnya organisasi yang efektif dan efisien. 
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       Tata nilai unggulan atau budaya organisasi KPU yang akan 

diterapkan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi adalah : 

a. Menciptakan nilai “Customer Satisfaction” 

       Memberikan layanan yang melebihi ekspektasi kepuasan 

pengguna jasa dan memberikan pengalaman interaksi terbaik, serta 

memiliki kualitas prima dengan menekankan pada aspek efisien, 

pasti, responsive, dan transparan. 

b. Proaktif 

       Memiliki sifat cepat tanggap dan responsive dalam melayani 

pengguna jasa dengan tetap berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

c. Tanggung jawab 

       Melaksanakan tugas dan kegiatan dengan sepenuh hati, 

dedikasi tinggi, dan berani mengambil resiko atas tindakan yang 

diambil. 

d. Profesional 

       Memastikan agar semua perilaku, sikap, dan tindakan selalu 

mengacu pada standar dan peraturan perundang-undangan yang telah 

ditetapkan, serta selalu meningkatkan kinerja secara terus menerus. 
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e. Case management 

       Mengidentifikasi permasalahan sehingga masalah-masalah 

yang timbul dapat dimonitor dan diselesaikan sesuai dengan jadwal 

yang ditentukan. 

8. Susunanan Unit Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 

       Berikut merupakan susunan unit vertikal DJBC berdasarkan 

Peraturan Menteri Keuangan nomor 168/PMK.01/2012 dengan fungsi-

fungsinya : 

a. Kantor Pelayanan Utama 

1. Pelaksanaan pelayanan teknis di bidang kepabeanan dan cukai. 

2. Pelaksanaan pelayanan perijinan dan fasilitas di bidang 

kepabeanan dan cukai. 

3. Pelaksanaan pemberian bimbingan kepatuhan, konsultasi dan 

layanan informasi di bidang kepabeanan dan cukai. 

4. Pelaksanaan pemungutan dan pengadministrasian bea masuk, 

bea keluar, cukai, dan pungutan negara lainnya yang dipungut 

oleh Direktorat Jenderal. 

5. Pelaksanaan intelijen, patroli, penindakan, dan penyidikan di 

bidang kepabeanan dan cukai. 

6. Pelaksanaan penelitian atas keberatan terhadap penetapan di 

bidang kepabeanan dan cukai dan penyiapan administrasi urusan 

banding. 
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7. Perencanaan dan pelaksanaan audit serta evaluasi hasil audit di 

bidang kepabeanan dan cukai. 

8. Penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pendistribusian 

dokumen kepabeanan dan cukai. 

9. Pelaksanaan pengolahan data, penyajian informasi dan laporan 

kepabeanan dan cukai. 

10. Pengelolaan dan pemeliharaan saran dan operasi, sarana 

komunikasi, dan senjata api. 

11. Pengawasan pelaksanaan tugas dan evaluasi kerja. 

12. Pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan Utama Bea dan 

Cukai. 

b. Kantor  Wilayah 

1. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-

undangan kepabeanan dan cukai. 

2. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis, pengawasan teknis, 

dan penyelesaian masalah di bidang kepabeanan dan cukai atas 

unit-unit operasional di daerah wewenangnya. 

3. Pengendalian, evaluasi, dan pelaksanaan pemberian perijinan 

dan fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai. 

4. Pelaksanaan penelitian atas keberatan terhadap penetapan di 

bidang kepabeanan dan cukai. 

5. Pengendalian, evaluasi, pengkoordinasian dan pelaksanaan 

intelijen di bidang kepabeanan dan cukai. 
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6. Pengendalian, evaluasi dan pengkoordinasian pelaksanaan 

patroli dan operasi pencegahan pelanggaran peraturan 

perundang-undangan, penindakan, dan penyidikan tindak pidana 

kepabeanan dan cukai. 

7. Pengendalian dan pemantauan tindak lanjut hasil penindakan 

dan penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai. 

8. Perencanaan dan pelaksanaan audit serta evaluasi hasil audit di 

bidang kepabeanan dan cukai. 

9. Pengkoordinasian dan pelaksanaan pengolahan data, penyajian 

informasi dan laporan di bidang kepabeanan dan cukai. 

10. Pengendalian, pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi dan 

senjata api Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 

11. Pengkoordinasian dan pelaksanaan pengawasan pelaksanaan 

tugas dan evaluasi kinerja 

12. Melaksanaan administrasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal 

Bea dan Cukai. 

9. Prestasi 

       Berikut beberapa prestasi yang telah dilakukan KPUBC Tipe A 

Tanjung Priok Jakarta : 

a. KPU Bea Cukai Tanjung Priok berhasil menjadi juara umum dalam 

kejuaraan menembak presisi dan reaksi Hari Pabean tahun 2010. 

b. Bea Cukai Tanjung Priok gagalkan penyelundupan mutiara Rp 45 

Milyar. 
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B. Struktur Organisasi KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok 
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1. Bagian Umum 

       Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan 

kepegawaian, keuangan, ketatausahaan dan rumah tangga, serta 

pengoperasian komputer dan sarana penunjangnya, pengelolaan data, 

penyajian informasi dan pelaporan kepabeanan dan cukai. 

2. Bidang Perbendaharaan dan Keberatan 

       Bidang Perbendaharaan dan Keberatan mempunyai tugas 

melaksanakan pemungutan dan pengadministrasian bea masuk, bea 

keluar, cukai, dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat 

Jenderal, penelitian atas keberatan di bidang kepabeanan dan cukai serta 

penyiapan administrasi urusan banding. 

a. Seksi Penerimaan dan Pengembalian I 

       Seksi Penerimaan dan Pengembalian I mempunyai tugas 

pertama adalah pengadministrasian penerimaan bea masuk, bea 

keluar, cukai, denda administrasi, bunga, sewa tempat penimbunan 

pabean, dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat 

Jenderal, serta tugas kedua adalah penyajian laporan realisasi 

penerimaan bea masuk, bea keluar, cukai, dan pungutan negara 

lainnya. 
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b. Seksi Penerimaan dan Pengembalian II 

       Seksi Penerimaan dan Pengembalian II mempunyai tugas 

pertama adalah pengadministrasian jaminan serta pemrosesan 

penyelesaian jaminan penangguhan bea masuk, jaminan Pengusaha 

Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK), jaminan dalam rangka 

keberatan dan banding, serta jaminan lainnya dan tugas kedua adlah 

penerimaan, penatausahaan, penyimpanan, pengurusan permintaan, 

dan pengembalian pita cukai. 

c. Seksi Penagihan I 

       Seksi Penagihan I mempunyai tugas penagihan dan 

pengembalian bea masuk, bea keluar, cukai, denda administrasi, 

bunga, sewa tempat penimbunan pabean, pungutan negara lainnya 

yang dipungut oleh Direktorat Jenderal, serta pengadministrasian 

dan penyelesaian premi. 

d. Seksi Penagihan II 

       Seksi Penagihan II mempunyai tugas pertama adalah 

penerbitan dan pengadministrasian surat teguran atas kekurangan 

pembayaran bea masuk, bea keluar, cukai, denda administrasi, 

bunga, sewa tempat penimbunan pabean, dan pungutan negara 

lainnya yang telah jatuh tempo, serta tugas kedua adalah penerbitan 

dan pengadministrasian surat paksa dan penyitaan, serta administrasi 

pelelangan. 
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e. Seksi Keberatan I 

       Seksi Keberatan I mempunyai tugas pengadministrasian dan 

penyelesaian surat keterangan impor kendaraan bermotor 

f. Seksi Keberatan II 

       Seksi Keberatan II mempunyai tugas pelaksanaan penelitian 

atas keberatan ekspor terhadap penetapan di bidang kepabeanan dan 

cukai dan penyiapan administrasi urusan banding 

g. Seksi Keberatan III 

 

       Seksi Keberatan III mempunyai tugas pelaksanaan penelitian 

atas keberatan impor terhadap penetapan di bidang kepabeanan dan 

cukai dan penyiapan administrasi urusan banding 

3. Bidang Pelayanan Pabean dan Cukai I, II, III, dan IV 

       Bidang Pelayanan Pabean dan Cukai I, II, III, dan IV mempunyai 

tugas melaksanakan pelayanan teknis di bidang kepabeanan dan cukai, 

serta penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pendistribusian 

dokumen kepabeanan dan cukai. 

4. Bidang Pelayanan Fasilitas Pabean dan Cukai 

       Bidang Pelayanan Fasilitas Pabean dan Cukai mempunyai tugas 

melaksanakan pelayanan perijinan dan fasilitas di bidang Kepabeanan 

dan Cukai. 
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5. Bidang Kepatuhan dan Layanan Inforamsi 

       Bidang Bimbingan Kepatuhan dan Layanan Informasi 

mempunyai tugas melaksanakan pemberian bimbingan kepatuhan, 

konsultasi, dan layanan informasi di bidang kepabeanan dan cukai. 

6. Bidang Penindakan dan Penyidikan 

       Bidang Penindakan dan Penyidikan mempunyai tugas 

melaksanakan intelijen, patroli, dan operasi pencegahan dan penindakan 

pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan 

cukai, penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai, serta pengelolaan 

dan pemeliharaan sarana operasi, sarana komunikasi, dan senjata api 

7. Bidang Audit 

       Bidang Audit mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, 

pelaksanaan dan evaluasi hasil audit di bidang kepabeanan dan cukai. 

8. Bidang Kepatuhan Internal 

       Bidang Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan 

pengawasan pelaksanaan tugas, pemantauan pengendalian intern, 

pengelolaan risiko, pengelolaan kinerja, kepatuhan terhadap kode etik 

dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta perumusan 

rekomendasi perbaikan proses bisnis di lingkungan Kantor Pelayanan 

Utama. 
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C. Kegiatan Umum KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok 

1. Cukai 

       Cukai adalah pungutan oleh negara secara tidak langsung kepada 

konsumen yang menikmati atau menggunakan obyek cukai. Obyek cukai 

pada saat ini adalah cukai hasil tembakau (rokok, cerutu dsb), etil 

alkohol, dan minuman mengandung etil alkohol atau minuman keras. 

Malaysia menerapkan cukai pada 13 jenis produk. 

       Secara sederhana dapat dipahami bahwa harga sebungkus rokok 

yang dibeli oleh konsumen sudah mencakup besaran cukai di dalamnya. 

Pabrik rokok telah menalangi konsumen dalam membayar cukai kepada 

pemerintah pada saat membeli pita cukai yang terdapat pada kemasan 

rokok tersebut. Untuk mengembalikan besaran cukai yang sudah dibayar 

oleh pabrik maka pabrik rokok menambahkan besaran cukai tersebut 

sebagai salah satu komponen dari harga jual rokok tersebut. 

       Filosofi pengenaan cukai lebih rumit dari filosofi pengenaan 

pajak maupun pabean. Dengan cukai pemerintah berharap dapat 

menghalangi penggunaan obyek cukai untuk digunakan secara bebas. Hal 

ini berarti adanya kontrol dan pengawasan terhadap banyaknya obyek 

cukai yang beredar dan yang dikonsumsi. Hal yang menarik adalah 

pengenaan cukai semen dan gula oleh pemerintah Belanda saat menjajah 

Indonesia. Cukai dipergunakan untuk mengontrol kebutuhan masyarakat 

pada gula dan semen demi kepentingan penjajah pada saat itu. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Negara
https://id.wikipedia.org/wiki/Tembakau
https://id.wikipedia.org/wiki/Alkohol
https://id.wikipedia.org/wiki/Malaysia
https://id.wikipedia.org/wiki/Pabrik
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pita_cukai&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Filosofi
https://id.wikipedia.org/wiki/Pajak
https://id.wikipedia.org/wiki/Pabean
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kontrol&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Semen
https://id.wikipedia.org/wiki/Gula
https://id.wikipedia.org/wiki/Belanda
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Gula
https://id.wikipedia.org/wiki/Semen
https://id.wikipedia.org/wiki/Penjajah
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       Sisi lain dari pengenaan cukai di beberapa negara maju adalah 

membatasi barang-barang yang berdampak negatif secara sosial 

(pornografi, dll) dan juga kesehatan (rokok, minuman keras, dll). Tujuan 

lainnya adalah perlindungan lingkungan dan sumber-sumber alam 

(minuman kemasan, limbah, dll), serta mengurangi atau membatasi 

konsumsi barang-barang mewah dan sebagainya. 

2. Pabean 

       Pabean yang dalam bahasa Inggrisnya Customs atau Duane dalam 

bahasa Belanda memiliki definisi yang dapat kita temukan dan hafal baik 

dalam kamus bahasa Indonesia ataupun Undang-Undang kepabeanan. 

Untuk dapat memahami kata pabean maka diperlukan pemahaman 

terhadap kegiatan ekspor dan impor. Pabean adalah kegiatan yang 

menyangkut pemungutan bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Ada 

juga bea keluar untuk ekspor, khususnya untuk barang atau komoditi 

tertentu. 

       Filosofi pemungutan bea masuk adalah untuk melindungi industri 

dalam negeri dari limpahan produk luar negeri yang diimpor, dalam 

bahasa perdagangan sering disebut tarif barier yaitu besaran dalam persen 

yang ditentukan oleh negara untuk dipungut oleh DJBC pada setiap 

produk atau barang impor. Sedang untuk ekspor pada umumnya 

pemerintah tidak memungut bea demi mendukung industri dalam negeri 

dan khusus untuk ekspor pemerintah akan memberikan insentif berupa 

pengembalian restitusi pajak terhadap barang yang diekspor. 

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Negatif&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Sosial
https://id.wikipedia.org/wiki/Pornografi
https://id.wikipedia.org/wiki/Minuman_keras
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Minuman_kemasan&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Limbah
https://id.wikipedia.org/wiki/Konsumsi
https://id.wikipedia.org/wiki/Belanda
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang_%28Indonesia%29
https://id.wikipedia.org/wiki/Ekspor
https://id.wikipedia.org/wiki/Impor
https://id.wikipedia.org/wiki/Bea_masuk
https://id.wikipedia.org/wiki/Pajak
https://id.wikipedia.org/wiki/Impor
https://id.wikipedia.org/wiki/Filosofi
https://id.wikipedia.org/wiki/Industri
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Tariff_barier&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Persen
https://id.wikipedia.org/wiki/Ekspor
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Insentif&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Restitusi_pajak&action=edit&redlink=1
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       Produk mentah seperti beberapa jenis kayu, rotan, dan sebagainya 

pemerintah memungut pajak ekspor dan pungutan ekspor dengan maksud 

agak para eksportir sedianya dapat mengekspor produk jadi dan bukanlah 

bahan mentah atau setengah jadi. Filosofi pemungutan pajak ekspor pada 

komoditi ini adalah untuk melindungi sumber daya alam Indonesia dan 

menjamin ketersediaan bahan baku bagi industri dalam negeri. 

3. Tugas Lain 

       Tugas lain DJBC adalah menjalankan peraturan terkait ekspor dan 

impor yang diterbitkan oleh departemen atau instansi pemerintahan yang 

lain, seperti dari Departemen Perdagangan, Departemen Pertanian, 

Departemen Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, 

Departemen Pertahanan dan peraturan lembaga lainya. 

       Semua peraturan ini menjadi kewajiban bagi DJBC untuk 

melaksanakannya karena DJBC adalah instansi yang mengatur keluar 

masuknya barang di wilayah Indonesia. Esensi dari pelaksanaan 

peraturan-peraturan terkait tersebut adalah demi terwujudnya efisiensi 

dan efektivitas dalam pengawasan dan pelayanan, karena tidak mungkin 

jika setiap instansi yang berwenang tersebut melaksanakan sendiri setiap 

peraturan yang berkaitan dengan hal ekspor dan impor, tujuan utama dari 

pelaksanaan tersebut adalah untuk menghidari birokrasi panjang yang 

harus dilewati oleh setiap pengekspor dan pengimpor dalam beraktivitas. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kayu
https://id.wikipedia.org/wiki/Rotan
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Produk_jadi&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Bahan_mentah
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Setengah_jadi&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Komoditi
https://id.wikipedia.org/wiki/Sumber_daya_alam
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Departemen
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Instansi&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Departemen_Perdagangan_Republik_Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Departemen_Pertanian_Republik_Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Departemen_Kesehatan_Republik_Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Pengawas_Obat_dan_Makanan
https://id.wikipedia.org/wiki/Departemen_Pertahanan_Republik_Indonesia
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Instansi&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Birokrasi
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BAB III 

PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

A. Bidang Kerja 

       Selama masa Praktik Kerja Lapangan (PKL) berlangsung, praktikan 

ditempatkan dan bekerja sebagai salah satu staf pada Seksi Penerimaan dan 

Pengembalian II Bidang Perbendaharaan dan Keberatan di KPUBC Tipe A 

Tanjung Priok. Praktikan ditugaskan oleh Kepala Sub Bagian Sumber Daya 

Manusia KPUBC Tipe A Tanjung Priok menghadap Bapak Musliadi selaku 

koordinator untuk diberikan pengarahan sekaligus membimbing praktikan 

dalam proses Praktik Kerja Lapangan di KPUBC Tipe A Tanjung Priok. 

       Dalam melaksanakan PKL praktikan mendapatkan kesempatan untuk 

mengetahui dan merasakan secara langsung mengenai tugas yang akan 

praktikan dapatkan selama menjadi Staf Seksi Penerimaan dan Pengembalian 

II Bidang Perbendaharaan dan Keberatan di KPUBC Tipe A Tanjung Priok. 

Pekerjaan yang dilakukan praktikan adalah Penyetoran Jaminan Tunai ke Kas 

Negara. 

       Selain itu praktikan melakukan beberapa pekerjaan tambahan atas 

permintaan dan arahan Bapak Musliadi selaku pembimbing. Pekerjaan yang 

dilakukan oleh praktikan merupakan bagian pekerjaan Staf Analis 

Penindakan. Pekerjaan tersebut adalah Memverifikasi Invoice dan Packing 

List, pekerjaan ini bertujuan memverifikasi dokumen yang telah dilaporkan 
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oleh importir maupun eksportir. Lihat pada lampiran 7, halaman 54 sampai 

dengan 58. Berikut pekerjaan yang dilakukan praktikan : 

1. Penyetoran Jaminan Tunai ke Kas Negara 

       Jaminan Tunai adalah garansi pembayaran pungutan Negara 

dalam rangka kegiatan kepabeanan untuk pemenuhan kewajiban yang 

disyaratkan  dalam peraturan kepabeanan yang diserahkan kepada Kantor 

Pabean. Berikut proses pekerjaan yang dilakukan : 

a. Menerima, menyalin, dan meneliti Surat Keputusan. 

b. Merekam pencairan dokumen di aplikasi internal jaminan. 

c. Mencetak, memverifikasi isian Surat Setoran Pabean, Cukai, dan 

Pajak (SSPCP) dan Surat Keputusan. 

d. Memverifikasi pelunasan melalui aplikasi perbendaharaan. 

e. Memvalidasi SSPCP dan giro. 

f. Menyetorkan  SSPCP dan giro ke Bank Persepsi. 

g. Merekam tanggal SSPCP dan Bukti Penerimaan Negara (BPN) pada 

aplikasi. 

h. Mencetak surat pemberitahuan pencairan dan penyetoran jaminan 

tunai. 

i. Menyerahkan konsep surat ditandantangani. 

j. Mengirimkan surat pemberitahuan, SSPCP, dan BPN via pos. 

k. Menatausahakan surat pemberitahuan, SSPCP, BPN, bukti 

pengiriman, dan Surat Keputusan. 
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2. Memverifikasi Invoice dan Packing List 

       Verifikasi Invoice dan Packing List merupakan konfirmasi atas 

pemberitahuan nilai dan jumlah barang yang dilakukan importir maupun 

eksportir dengan bukti fisik transaksi sebenarnya. Berikut proses 

pekerjaan yang dilakukan : 

a. Menerima salinan dokumen Invoice dan Packing List. 

b. Memverifikasi data pada Invoice dan Packing List. 

c. Memvalidasi salinan dokumen Invoice dan Packing List. 

d. Menyerahkan dokumen kepada Analis Penindakan. 

 

B. Pelaksanaan Kerja 

       Pada hari pertama praktikan melakukan Praktik Kerja Lapangan 

(PKL), praktikan menantikan keputusan mengenai penerimaan praktikan 

melakukan PKL di KPUBC Tipe A Tanjung Priok, praktikan juga ingin 

mengetahui mengenai tugas yang akan diberikan. Pada tanggal 8 Juni 2015, 

praktikan untuk ketiga kalinya mengunjungi KPUBC Tipe A Tanjung Priok, 

praktikan menemui staf Sub Bagian Sumber Daya Manusia yaitu Mas Ade, 

dan  meminta arahan sebelum melakukan PKL hari pertama di KPUBC Tipe 

A Tanjung Priok. 

       Ketika bertemu dengan Mas Ade, praktikan disambut dengan ramah 

dan praktikan dipersilahkan menunggu untuk mendapatkan pengarahan. 

Setelah itu praktikan diarahkan ke ruangan tempat praktikan akan melakukan 

PKL dan diberikan pengarahan mengenai peraturan yang berlaku di kantor. 

Pengarahan yang diberikan bertujuan untuk membuat praktikan dapat 
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mengenal dan menyesuaikan diri pada lingkungan kerja serta sistem 

pekerjaan secara umum. Dalam upaya memahami sistem pekerjaan dan 

lingkungan kerja, praktikan terlebih dahulu diperkenalkan oleh Mas Ade 

kepada Koordinator ruangan Seksi Penerimaan dan Pengembalian II Bidang 

Perbendaharaan dan Keberatan, yaitu Pak Musliadi. Kemudian, Mas Ade pun 

memberitahukan bahwa Pak Musliadi juga yang akan membimbing praktikan 

selama PKL di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A. Pak Musliadi 

sedikit menjelaskan apa saja yang akan dilakukan oleh praktikan selama 

melaksanakan PKL untuk mengenalkan apa saja tugas yang akan dilakukan. 

       Pada bagian Seksi Penerimaan dan Pengembalian II Bidang 

Perbendaharaan dan Keberatan tersebut, praktikan juga dikenalkan dengan 

para pegawai lain yang kadang juga membimbing praktikan, diantaranya Pak 

Pepen, Mas Ihsan, Darma, Hadi, Mas Galih, Ibu Gadis dan Mas Khenang. 

Sambutan yang hangat dari para staf lain membuat praktikan semangat dan 

merasa nyaman untuk melakukan PKL selama kurang lebih 2 (dua) bulan di 

Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A tersebut. 

       Pada awal pelaksanaan PKL, praktikan diajarkan menggunakan 

aplikasi Centralized Guarantee, CEISA Perbendaharaan, CEISA Impor dan 

CEISA Ekspor, selanjutnya dijelaskan tentang dokumen yang apa saja yang 

akan diterima. Praktikan juga diajarkan untuk membaca beberapa Surat 

Keputusan, Invoice dan Packing List. Pada masa PKL berlangsung Pak 

Musliadi meminta praktikan menghadap beliau diruangannya. Dalam 

pembicaraannya Pak Musliadi menjelaskan bahwa pada saat itu sedang terjadi 
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beberapa mutasi pegawai yang dilakukan oleh DJBC sehingga beberapa 

pekerjaan membutuhkan orang pengganti untuk membantu menyelesaikannya 

sehingga pelayanan kepada pengguna jasa tidak terganggu. Pak Musliadi 

meminta praktikan untuk membantu dalam verifikasi Invoice dan Packing 

List dan menjelaskan tentang tata cara pengerjaan pekerjaan tambahan yang 

akan dilakukan oleh praktikan. Atas permintaan dan arahan Bapak Musliadi 

selaku pembimbing praktikan melakukan pekerjaan tersebut. Berikut adalah 

penjelasan secara rinci mengenai pekerjaan utama dan tambahan yang 

dilakukan oleh praktikan : 

1. Penyetoran Jaminan Tunai ke Kas Negara 

a. Menerima, menyalin, dan meneliti Surat Keputusan. 

       Surat Keputusan DJBC merupakan dokumen dasar 

penyetoran ke kas Negara untuk pencairan jaminan tunai atas 

penetapan keberatan yang dilakukan oleh terjamin. Dalam proses 

pencairan jaminan tunai, praktikan awalnya menerima Surat 

Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang ditandatangani 

oleh Kepala Kantor. Surat tersebut dikirimkan oleh Staf Kepala 

Kantor dan telah didisposisikan oleh Kepala Bidang Perbendaharaan 

dan Keberatan serta Kepala Seksi Penerimaan dan Pengembalian II. 

Selanjutnya, praktikan menyalin Surat Keputusan tersebut guna 

penatausahaan dan meneliti apa yang diputuskan oleh Kepala Kantor 

terhadap penetapan keberatan yang telah diajukan terjamin. Lihat 

pada lampiran 8, halaman 59 sampai dengan 62. 
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b. Merekam pencairan dokumen di aplikasi internal jaminan. 

       Setelah Surat Keputusan diteliti oleh praktikan, kemudian 

hasil dari keputusan direkam sesuai dengan jumlah bea, pajak, dan 

denda yang sudah diputuskan oleh Kepala Kantor dalam aplikasi 

internal jaminan (Centralized Guarantee). Karena praktikan bukan 

merupakan pegawai DJBC, maka praktikan meminta Mas Ihsan 

sebagai partner dalam Staf Seksi Penerimaan dan Pengembalian II 

untuk log in aplikasi sehingga praktikan dapat melakukan proses 

perekaman dalam aplikasi internal jaminan. Lihat pada lampiran 9, 

halaman 63 dan 64. 

c. Mencetak, memverifikasi isian SSPCP dan Surat Keputusan. 

       Praktikan selanjutnya melakukan pencetakan Surat Setoran 

Pabean, Cukai, dan Pajak (SSPCP) melalui aplikasi Centralized 

Guarantee sebanyak empat lembar. Lembar pertama untuk 

keperluan wajib pajak, lembar kedua untuk keperluan Kantor 

Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), lembar ketiga untuk 

keperluan penatausahaan KPUBC Tipe A Tanjung Priok, dan lembar 

keempat untuk keperluan Bank Persepsi. Kemudian praktikan 

memverifikasi lagi hasil dari Surat Keputusan dan SSPCP yang 

sudah dicetak. Hal ini merupakan proses yang harus dilakukan untuk 

menghindari kesalahan akibat perekaman atau error application. 

Lihat pada lampiran 10, halaman 65. 
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d. Memverifikasi pelunasan melalui aplikasi perbendaharaan 

       Setelah SSPCP dicetak, kemudian praktikan melakukan 

verifikasi terhadap pelunasan jaminan yang dilakukan terjamin 

melalui Ceisa Perbendaharaan. Apabila tanggal lunas belum terisi 

maka proses pencairan jaminan tunai tidak dapat dilanjutkanm tetapi 

apabila tercantum tanggal pelunasan maka proses dapat dilanjutkan. 

Tujuan verifikasi pelunasan dilakukan untuk mengetahui status 

keberatan yang diajukan terjamin. Hal ini diperlukan untuk 

mengetahui apakah pelunasan jaminan sudah dilakukan oleh 

terjamin. Lihat pada lampiran 11, halaman 66. 

e. Memvalidasi SSPCP dan giro 

       Selanjutnya praktikan melakukan validasi berupa stempel 

yang dibubuhkan pada tengah lembar SSPCP, kemudian 

menyerahkannya dengan dilampiri salinan Surat Keputusan kepada 

Kepala Seksi Penerimaan dan Pengembalian II untuk ditandatangani 

sehingga berkas SSPCP dan giro dapat diteruskan prosesnya. Dalam 

proses menyiapkan giro praktikan tidak diberikan wewenang untuk 

melakukan tugas tersebut, karena bagian tersebut dilakukan oleh 

Mas Ihsan selaku staf terkait yang mempunyai wewenang. 

f. Menyetoran SSPCP dan giro ke Bank Persepsi 

       Kemudian proses selanjutnya adalah penyetoran SSPCP dan 

giro ke Bank Persepsi. Pada proses ini praktikan tidak diberikan 
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kesempatan untuk dapat melakukan prosesnya karena hanya staf 

yang berwenang saja, yang dapat melakukan proses tersebut 

sehingga praktikan menyerahkan empat lembar SSPCP, giro, dan 

salinan Surat Keputusan tersebut kepada Mas Ihsan selaku pegawai 

yang berwenang. 

       Setelah dilakukannya proses penyetoran ke Bank Persepsi, 

praktikan menerima SSPCP yang telah divalidasi Bank Persepsi 

sebanyak dua lembar karena lembar kedua untuk KPPN dan lembar 

keempat untuk Bank Persepsi telah tatausahakan oleh Bank Persepsi. 

Selain itu salinan Surat Keputusan ditataisahakan oleh Bank sebagai 

bukti. Kemudian praktikan mendapatkan Bukti Penerimaan Negara 

(BPN) yang dikeluarkan oleh Bank Persepsi sebanyak dua lembar. 

Lembar petama untuk keperluan wajib pajak dan lembar kedua untuk 

keperluan penatausahaan KPUBC Tipe A Tanjung Priok. Lihat pada 

lampiran 12, halaman 67. 

g. Merekam tanggal SSPCP dan BPN pada aplikasi 

       Praktikan merekam tanggal SSPCP serta BPN pada aplikasi 

internal jaminan (Centralized Guarantee) untuk memberikan 

pernyataan bahwa jaminan telah dicairkan ke kas Negara. 

h. Mencetak surat pemberitahuan penyetoran jaminan tunai 

       Selanjutnya praktikan melakukan pencetakan surat 

pemberitahuan, pencetakan surat tersebut sudah menggunakan link 
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dan template melalui Microsoft Access ke Microsoft Word sehingga 

praktikan dapat dengan mudah melakukan input terhadap isi surat 

yang akan dicetak. Lihat pada lampiran 13, halaman 68. 

i. Menyerahkan konsep surat untuk ditandantangani 

       Praktikan memberikan surat pemberitahuan yang sudah 

dilampiri SSPCP dan BPN kepada staf Kepala Bidang untuk diteliti 

terlebih dahulu. Hal ini bertujuan menghindari kesalahan setelah 

Kepala Bidang menandantangani dokumen tersebut, sehingga tidak 

akan memperlambat waktu dalam pelayanan. Kemudian staf tersebut 

yang akan memberikannya kepada Kepala Bidang. 

j. Mengirimkan surat pemberitahuan, SSPCP, dan BPN via pos. 

       Sebelumnya praktikan menyalin dan melakukan validasi 

terhadap surat pemberitahuan dengan membubuhkan stempel guna 

penatausahaan. Praktikan menyerahkan seluruh dokumen yang sudah 

tervalidasi yaitu, surat pemberitahuan, SSPCP, dan BPN kepada Mas 

Ihsan untuk dikirim melalui pos, sesuai dengan alamat terjamin. 

k. Menatausahakan surat pemberitahuan, SSPCP, BPN, bukti 

pengiriman, dan Surat Keputusan 

       Setelah pengiriman selesai dilakukan kepada Mas Ihsan, 

praktikan menatausahakan salinan surat pemberitahuan, SSPCP 

lembar ketiga, BPN lembar kedua, bukti pengiriman, dan salinan 

Surat Keputusan. Hal ini dilakukan karena terjamin masih dapat 
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melakukan banding selama 60 hari sejak ditetapkannya pencairan ke 

kas Negara. Selain itu, pengusutan atau permasalahan atas Bea 

Masuk dan Bea Keluar yang dilakukan DJBC dapat dilakukan 10 

tahun ke belakang. Sehingga penatausahaan arsip sangat diperlukan 

dalam hal ini. 

2. Memverifikasi Invoice dan Packing List 

a. Menerima salinan Invoice dan Packing List 

       Praktikan menerima salinan dokumen Invoice dan Packing 

List importir maupun eksportir dari Analis Penindakan. Terkadang 

praktikan meminta sendiri dokumen yang akan dikerjakan apabila 

pekerjaan utama telah selesai. 

b. Memverifikasi Invoice dan Packing List. 

       Dalam hal ini praktikan meminta Mas Khenang untuk log in 

aplikasi Ceisa Impor dan Ceisa Ekspor. Setelah aplikasi dapat 

digunakan, praktikan memverifikasi nilai dan jumlah yang 

diberitahukan oleh importir ataupun eksportir dengan bukti fisik 

transaksi sebenernya. Lihat pada lampiran 14, halaman 69. 

c. Memvalidasi salinan Invoice dan Packing List. 

       Selanjutnya praktikan memvalidasi salinan dokumen Invoice 

dan Packing List dengan menggunakan paraf serta jam dan tanggal 

saat praktikan mengakses data dalam aplikasi. Hal ini dilakukan agar 
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validasi data dapat dipertanggungjawabkan oleh praktikan kepada 

Analis Penindakan. 

d. Menyerahkan dokumen kepada Analis Penindakan. 

       Praktikan menyerahkan langsung dokumen Invoice dan 

Packing List kepada Analis Penindakan yang menangani langsung 

perusahaan importir ataupun eksportir, karena setiap Analis 

Penindakan menangani perusahaan yang berbeda. Selanjutnya Analis 

Penindakan akan melakukan penetapan bea dan pajak sesuai nilai 

impor ataupun ekspor yang telah praktikan verifikasi pada Invoice 

dan Packing List terhadap Harmonized Commodity Description and 

Coding System atau yang lebih dikenal dengan Harmonized System 

yang merupakan standar internasional atas system penamaan dan 

penomoran yang digunakan untuk pengklasifikasi produk 

perdagangan dan turunannya yang dikelola oleh World Customs 

Organization (WCO) yang beranggotakan lebih dari 170 negara. 

       Setelah melakukan penetapan Analis Penindakan 

memberikan temuannya terhadap Pejabat Fungsional Pemeriksa 

Dokumen (PFPD) untuk dibuatkan Surat Penetapan Tarif dan Nilai 

Pabean (SPTNP). SPTNP tersebut selisih setor bea, pajak, dan denda 

yang seharusnya dibayarkan oleh importir maupun eksportir. 
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C. Kendala Yang Dihadapi 

       Selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Kantor 

Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A, selain mendapatkan pengalaman 

dan pembelajaran yang baru, praktikan pun tidak terlepas dari kendala ketika 

melaksanakan praktik di lapangan. Kendala tersebut diantaranya: 

1. Kurangnya pengetahuan yang dimiliki praktikan sehingga sedikit 

menghambat pekerjaan praktikan. 

2. Masih awamnya pengalaman praktikan dalam menggunakan aplikasi 

yang digunakan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A. 

3. Banyaknya pekerjaan dikarenakan mutasi pegawai sehingga praktikan 

sedikit menghambat pelayanan yang dilakukan Seksi Penerimaan dan 

Pengembalian II Bidang Perbendaharaan dan Keberatan. 

D. Cara Mengatasi Kendala 

       Kendala yang praktikan alami selama melaksanakan Praktik Kerja 

Lapangan tidak menjadi suatu hambatan yang signifikan bagi praktikan dalam 

melaksanakan tugas. Hal tersebut justru menjadi motivasi bagi praktikan 

untuk selalu bekerja dan belajar lebih baik dan lebih optimal lagi. Untuk 

menghadapi kendala-kendala yang telah disebutkan di atas, praktikan 

mencoba untuk mengatasi kendala tersebut dengan cara: 

1. Dalam memahami pekerjaan yang akan dilakukan praktikan selalu 

bertanya kepada pembimbing mengenai hal yang kurang jelas sehingga 

dapat mengerti dan meminimalisir terjadinya kesalahan. 
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2. Dalam upaya untuk mendapatkan pekerjaan dan pengalaman yang lebih, 

praktikan berinisiatif untuk meminta saran dari pekerja lain, dan meminta 

penjelasan lebih mengenai tugas praktikan dalam menggunakan aplikasi 

tersebut. 

3. Praktikan melakukan pekerjaan dengan waktu yang lebih efisien, 

sehingga penggunaan waktu dalam pelaksanaan tugas tidak memberikan 

dampak terhadap waktu tunggu pelayanan kepada importir maupun 

eksportir. 
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BAB IV 

KESIMPULAN 

A. Kesimpulan 

       Setelah melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di KPUBC Tipe 

A Tanjung Priok, yang dimulai pada tanggal 8 Juni 2015 sampai dengan 31 

Juli 2015, maka praktikan dapat menyimpulkan: 

1. Praktikan mendapatkan pengetahuan tentang Penyetoran Jaminan Tunai 

ke Kas Negara yang dilakukan oleh staf Seksi Penerimaan dan 

Pengembalian II KPUBC Tipe A Tanjung Priok 

2. Praktikan mendapat sedikit pengetahuan tentang verifikasi Invoice dan 

Packing List, yang pada saat ini dilakukan oleh Analis Penindakan 

KPUBC Tipe A Tanjung Priok. 

3. Praktikan mendapatkan beberapa pengetahuan dalam penggunaan 

aplikasi yang berkaitan dengan Penyetoran Jaminan Tunai ke Kas Negara 

dan Verifikasi Invoice dan Packing List. 

B. Saran 

       Berdasarkan kesimpulan di atas, beberapa saran yang dapat praktikan 

berikan, sebagai berikut: 

1. Bagi Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok   

a. KPUBC Tipe A Tanjung Priok sebaiknya memberikan pelatihan 

khusus bagi praktikan yang akan melakukan PKL, agar praktikan 
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bisa lebih menambah pengalamannya dan mendalami 

pengetahuannya. 

 

2. Bagi Mahasiswa 

a. Bagi mahasiswa yang akan melaksanakan PKL, sebaiknya 

mempersiapkan diri dengan berbagai persiapan seperti melakukan 

survei ke perusahaan atau instansi dimana akan melaksanakan PKL. 

b. Mahasiswa sebaiknya mendalami lagi teori yang berhubungan 

dengan kegiatan utama KPUBC Tipe A Tanjung Priok. 

c. Mahasiswa sebaiknya lebih interaktif lagi dan tidak malu untuk 

bertanya di dalam lingkungan kerja agar tercipta hubungan yang 

nyaman dan kondusif, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan 

dengan lancar. 

d. Mahasiswa sebaiknya lebih maksimal dalam proses PKL dan 

mempelajari banyak hal sehingga nantinya siap menghadapi 

lapangan pekerjaan yang luas dan menuntut kesiapan mahasiswa. 
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3. Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 

a. Perlu diadakannya pelatihan pajak yang telah menyatu dengan 

kegiatan akademik, seperti brevet pajak untuk memberikan 

pengetahuan umum bagi mahasiswa sebelum melakukan praktik 

kerja di bagian perpajakan maupun bea dan cukai. Sehingga 

mahasiswa yang akan melakukan PKL dapat lebih siap dan memberi 

feedback yang baik bagi instansi terkait. 

b. Perlunya pemberian pembimbing di awal kegiatan sebelum 

melakukan PKL agar mahasiswa bisa lebih memahami apa yang 

akan dikerjakan dalam kegiatan tersebut, dan bisa memahami target 

yang perlu dipelajari dari kegiatan PKL dengan lebih terarah. 
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Lampiran 8 
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Lampiran 8 
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Lampiran 8 
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Lampiran 9 

CENTRALIZED GUARANTEE 
 

 
  



64 
 

 

Lampiran 9 

 

 
  



65 
 

 

Lampiran 10 

SURAT SETORAN PABEAN, CUKAI, DAN PAJAK 
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Lampiran 11 

CEISA PERBENDAHARAAN 

 

 
  



67 
 

 

Lampiran 12 

BUKTI PENERIMAAN NEGARA 
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Lampiran 13 

SURAT PEMBERITAHUAN 
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Lampiran 14 

CEISA IMPOR DAN EKSPOR 
 

 
  



70 
 

 

Lampiran 15 

LOGO 
 

 


